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BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NoMoR 68 telr,uN 2o2r

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 3

TAHUN 2O2L TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN

DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN NATUNA

TAHUN ANGGARAN 202 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a.

BUPATI NATIJNA,

bahwa untuk tertib administrasi terkait adanya perubahan

pada formula penghitungan alokasi dana desa setiap

Desa di Kabupaten Natuna Tahun 2021, sehingga perlu

dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu mengtapkan Peraturan Bupati

tentang Perubahan A.tas Peraturan Bupati Natuna

Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan

Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten

Natuna Tahun Anggaran 2021;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undarlg Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

b.

Mengingat

2.



:

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi,

dan Kota Batam (Lembaran Negera Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 39021 sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi,

dan Kota Batam (Lembaran Negera Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor IA7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a88O);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nornor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah , (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia IVonhor -5OZO1;

Undang-Undang Nomor i f Tahun 2O2O tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 65731;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2OI4 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor L23, Tambahan

3.

4.

5.

6.



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SSgg)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ot9 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah

Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan pelaksanaan

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIg
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik.. 
Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2Ol4 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor g

Tahun 2016 (Lembaran Negara Reptrblik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor S86a);

8- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113
Tahun 2O2O tentang Rincian Anggaran pendapatan

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2l (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 2661;

9- Peraturan Menteri Kerrangan Nomor 222/pr\tfrLor/2o2o
tentang Pengelolaan .Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor l6a\;

i _',

MEMUiUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 3 TAHUN 2O2L

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN NATUNA

TAHUN ANGGARAN 2O2 1.



J.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Bupati Natuna Nomor 3
Tahun 2O2l tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan

Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Natuna Tahun

Anggaran 2O2l (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2O2L

Nomor 3), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 9

Penghitunga.n alokasi formula setiap Desa

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 8 dilakrrkan

dengan menggunakan formula sebagai berikut:
AF Desa = {(O, 10 * Zll +- (O,4O * 22) + (0, 20 *

Z3) + (O,3O * Z4l\ * AF Kab/Kota
Keterangan:

AF Desa : Alokasi Formula setiap Desa

ZI = rasio jumlah penduduk setiap

Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten

Natuna.

22 : rasio jumlah penduduk miskin setiap

Desa terhadap total penduduk

rniskin Desa Kabupaten Natuna.

Zg : rasio luas wilayah setiap Desa

terhadap total g luas wilayah Desa

7A

Kabupaten Natuna.
: rasio IKG setiap Desa terhadap IKG

Desa Kabupaten Natuna.

Kab/Kota : Alokasi Formula KabupatenAF

Natuna.

Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:
p5;#r.ir'!rlzr*F*i $xt€ t

i trhli$qsPt'x{"}il$f

2.



Pasal 11

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan pemindah

bukuan dari RKUN ke RKD.

(21 Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD

tahap I dilaksanakan setelah Bupati
menerima Peraturan Desa mengenai APBDesa

dari Kepala Desa.

(3) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD

tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima

laporan sebagai berikut:
a. laporan realisasi penyerapan dan capaian

keluaran Dana Desa tahun anggaran

sebelumnya;

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian

keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-

rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar

50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian

keluaran menunjukkan paling sedikit sebear 35%o

(tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I

yang telah disalurkan;

c. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan

keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung

T\rnai Desa atau Peraturan Kepala Desa

mengenai penetapan tidak terdapat keluarga

penerima manfaat Bantuan Langsung T\rnai

Desa; dan
| :,

d. berita acara konlirrhasi dan rekonsiliasi sisa

Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan

tahun anggaran 2Ol8 di RKD antara Pemerintah

Daerah dan Pemerintah Desa.

(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD

Tahap III dilaksanakan setelah Bupati
menerima laporan sebagai berikut:
a. laporan realisasi penyerapan dan capaian

keluaran Dana Desa sampai dengan



3.

Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi

penyerap€rn paling sedikit sebesar gOVo

(sembilan puluh persen) dan rata-rata
capaian keluaran menunjukkan paling

sedikit sebesar 75Vo (tujuh puluh lima
persen) dari Dana Desa Tahap II yang

disalurkan; dan

b. Laporan konvergensi pencegahan stunting
tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(5) Capaian keluaran sebagaimana dirnaksud pada

ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf a dihitung

berdasarkan rata-rata persentase capaian

keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 12

(1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk
pemulihan ekonomi dan pengembang€rn sektor

prioritas di Desa.

Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, padat

kar5ra trrnai, pemberdayaan usha mikro kecil dan

menengah, sektor usaha pertanian, dan

pengernba.ng€rn potensi Desa melalui badan

usaha rnilik desa. i .

Pengembangarr sektor prioritas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berr.rpa pengembangan

Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya

pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan
pangan dan hewani dan perbaikan fasilitas

kesehatan.

Jaring pengarnan sosial sebagaimana dimaksud

pada ayat (21 berupa bantuan langsung tunai

(2t

(3)

.4..1*M4r@ls@!b'

(41



a

Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan

Dana Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana

dimaskud pada ayat (1) terrnasuk kegiatan dalam

rangka menggulangi darnpak pendemi Corona

Virus Disease 2019 (COWD-19).

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berpedornan pada Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi mengenai prioritas
penggunaan Dana Desa.

Dana Desa dapat digunakan untuk mernbiayai

kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas
penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan

Bupati.
Dalam pemberian persetu-juan sebagaimana

dimaksud pada ayat (71, Bupati memastikan
pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan

menjadi prioritas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2l, ayat (3) dan ayat (41 telah

terpenuhi.
Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada

ayat (7) diberikan pada saat evaluasi rancangan

Peraturan Desa rnengenai APBDesa.

i'
4. Mengubah l-ampiran Peraturan Bupati Nomor 3

Tahun 2O2l tentang Tata Cara Pembagran dan Penetapan

Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Natuna

tahun anggaran 2O2l sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

(s)

(6)

(71

(8)

(e)



Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 3 ttDVeaabsP eoPl
I
WJ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Ditetapkan di Ranai

ffi1ffil*ry**&?

NATUNA, 

7

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2O2l NOMOR &8
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